5.1

BABV
PENUTUP

Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah disampaikan oleh penulis dalam skripsi

yang berjudul “Implementasi Peraturan Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2018

Tentang Pelayanan Publik Perspektif Siyasah Idariyah (studi kasus Nagari

Tiumang, Kecamatan Tiumang, Kabupaten Dharmasraya) dapat ditarik

kesimpulan beberapa hal sebagai berikut:

5.1.1

5.1.2

Ada beberapa faktor pendukung dan hambatan terhadap
Implementasi Peraturan Daerah Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2018
Tentang Pelayanan Publik Di Kantor Wali Nagari Tiumang, Kecamatan
Tiumang, Kabupaten Dharmasraya. Faktor pendukungnya adala
adanya keterlibatan pemerintah nagari dalam menyelenggarakan
pelayanan publik, dan sudah dilengkapi dengan Standar Operasional
Prosedur (SOP) sebagai panduan dalam pelayanan. Kemudian faktor
yang menjadi hambatan nya adalah kurangnya kualitas dan jumlah
tenaga kerja di tingkat nagari yang bertugas dalam layanan publik,
minimnya sosialisasi mengenai isi dan tujuan peraturan daerah ini
dan kurangnya fasilitas seperti peralatan kantor yang kurang cukup
dan akses internet yang sering hilangtimbul, dan partisipasi
masyarakat yang belum optimal sehingga layanan publik tidak dapat
berjalan efektif.

Berdasakan perspektif Siyasah Idariyah, pelayanan publik yang
diberikan sudah mencerminkan nilai-nilai maslahah ‘ammah
(kemaslahatan umum) meskipun belum sepenuhnya maksimal. Oleh
karena itu, perlu peningkatan kesadaran masyarakat dalam rangka
dalam pengenalan terhadap Peraturan Daerah agar pelaksanaan

Peraturan Daerah ini dapat lebih optimal dan sesuai dengan prinsip-



prinsip Islam dalam mengelola pemerintahan yang bertanggung jawab

kepada rakyat dan kepada Allah SWT
5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyarankan agar
Pemerintah Nagari Tiumang lebih meningkatkan pelatihan bagi Aparatur
Pemerintah Nagari dan pembinaan bagi seluruh Perangkat Nagari agar lebih
memahami standar pelayanan publik sesuai peraturan yang berlaku. perbaiki
sarana dan prasarana pelayanan Kantor Wali Nagari seperti menyediakan
fasilitas pelayanan yang nyaman dan lengkap, seperti ruang tunggu, papan
informasi, dan layanan digital. Hal ini bisa membuat masyarakat lebih puas
dan merasa dihargai. Dan libatkan masyarakat dalam proses pelayanan
Pemerintah Nagari dapat membuka ruang dialog atau forum warga untuk
mendengar saran dan keluhan masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat,

pelayanan publik bisa lebih sesuai dengan kebutuhan warga.
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